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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan
untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
diperlukan peningkatan mutu pelayanan tenaga
kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;

bahwa  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
317/Menkes/Per/111/2010 tentang Pendayagunaan
Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta
kebutuhan dan perkembangan hukum;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga
Negara Asing;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang
Visa, lzin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4541);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang
Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan
Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga
Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha
Asing, Dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor KEP-249/MEN/82 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang Pada Sektor Kesehatan
Sub Sektor Pelayanan Kesehatan;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor Kep-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.02/MEN/I11/2008 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010
Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Orang Asing
Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tenaga Kerja
Asing Di Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VII1/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VII1/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin
Praktik, dan lzin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1796/Menkes/Per/VII1/2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 603);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011 tentang lzin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA
ASING.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang akan mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat TK-
WNA adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh
Pemerintah.

Pengguna TK-WNA, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah
institusi, lembaga atau organisasi yang berbadan hukum dan telah
memiliki izin mendayagunakan TK-WNA untuk melakukan kegiatan
upaya kesehatan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
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Penyelenggara Alih IImu Pengetahuan dan Teknologi oleh TKWNA,
yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah institusi pendidikan,
rumah  sakit pendidikan atau  organisasi profesi  yang
menyelenggarakan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam bidang kesehatan.

Tenaga Kesehatan Pendamping yang selanjutnya disebut Pendamping
adalah tenaga kesehatan Indonesia yang menerima alih teknologi dari
TK-WNA dan memiliki kompetensi minimal yang setara dengan TK-
WNA serta bertanggung jawab terhadap proses alih teknologi.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat
RPTKA adalah rencana penggunaan TK-WNA pada jabatan tertentu
yang dibuat oleh Pengguna untuk jangka waktu tertentu.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat
IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengguna tenaga kerja asing.

Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STR
Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada
dokter/dokter gigi WNA atau oleh MTKI kepada tenaga kesehatan lain
WNA yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan,
penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat
sementara di Indonesia.

Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus yang selanjutnya disingkat
STRA Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KFN kepada
Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan
melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia.

Surat tanda registrasi bersyarat yang selanjutnya disingkat STR
Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada
peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis
WNA atau oleh MTKI kepada tenaga kesehatan lain, D3 atau setara
WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Indonesia.

Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis
yang diberikan pemerintah daerah atau dinas kesehatan
kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan
menjalankan praktik pelayanan kesehatan setelah memenuhi
persyaratan.

Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis
yang diberikan pemerintah daerah/dinas kesehatan kebupaten/kota
setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan
profesi kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan setelah
memenuhi persyaratan.
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